WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang :  a. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu
infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi  harus
memperhatikan efisiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan, dan estetika
lingkungan ;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan
dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenleram bagi masyarakal
di sckitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi
kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telckomunikasi, maka secara
periodik Pemerintah Kota Palembang perlu melakukan pengawasan,
pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan menara telekomunikasi di Kota
Palembang ;

c. bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaran pemerintahan daerah dalam
rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakalt, maka berdasarkan Pasal |10 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
pada prinsipnya Pemerintah Kota Palembang berhak dan berwenang memungut
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b
dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Pengendalian Menara Telckomunikasi.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
dan Kotapraja di Sumalera Selalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Momor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 36 Taun 1999 tentang Telekomunmikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah ( Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 39, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataun Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 temang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanasn Undang —
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 teniang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolasn Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  antara  Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi  dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Dacrah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tala Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan,
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINF(0/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Menara Bersama Telekomunikasi;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri
Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman
Modal Nomor I8 Tahun 2009, Nomor O07/PRT/M/2009, Nomor
19PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Palembang 1999-2009 (Lembaran Dacrah Kota
Palembang Tahun 2000 Nomeor 11);
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Dacrah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 6);
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24. Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomeor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Koia Palembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010
Nomer 3);

26. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010
Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASL

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Kola Palembang.

. Pemerimah Kota adalah Pemerinizh Kota Palembang

. Walikota adalah Walikota Palembang,

. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.

. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Pale. mbang.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan, baik
yang melakukan uwsaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) d;:n@n nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulau, yayasan, orpanisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektil dan bentuk usaha tetap,

9. Telekomunikasi adalah seliap pemancaran, pengiriman dan/atau pencrimaan dani
setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan
bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan
telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telckomunikasi.

11. Telekomunikasi Khusus adalash Penyelenggaraan telekomunikasi untuk
meteorologi dan geolisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi
radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi
Pemerintah terienin/swasta.

12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk
menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya
disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

13. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang
jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan
keperluan juringan (clekomunikasi,

14. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah

dan /alau bangunan yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga)

penyelenggara telekomunikasi.
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15.Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai
penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

16. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi  yang
bangunannya merupakan rangka baja yang diikat olch berbagai simpul untuk
menyatukan,

17. Menara Eksisting adalah menara telckomunikasi yang telah berdiri dan
beroperasi di Daerah hingga periode penyusunan cell plan berdasarkan hasil
survey bulan Mei 2009 untuk menara (clekomunikasi yang mempunyai izin
bangunan.

18. Penyedia Menara Telckomunikasi adalah badan usaha yang membanpun,
memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk
digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

19. Transmisi Utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang
berfungsi scbagai jaringan penghubung utama.

20. Surat Keterangan Rencana Kota (Advis Planning) Menara Telekomunikasi
adalah Surat Keterangan khusus yang diberkan untuk melakukan kepiatan
membangun menara telekomunikasi.

21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan fempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atan
di dalam tanah dan/atau air, yvang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiaan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

22. Bangunan Menara Telekomunikasi adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat
manusia melakukan kegiatan.

23. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang
merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai
sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu
listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan
telekomunikasi serta lainnya yang berada dialas tanah, di bawah tanah dan di
dalam laut.

24.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi
berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

25, Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat
area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per-posisi menara selama
kegiatan penyusunan cell plan.

26.7Zona Cell Plan Menara Baru adalah zona yang akan mengakomodasikan
kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru,

27.Zona Cell Plan adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell
plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan
menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi
kebutuhan pembangunan menara-menara baru,

28. Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk
penempatan  menara-menara  telekomunikasi  selular dengan menggunakan
standar teknik perencansan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan
kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selurar. Cell
Planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan
kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan
aturan yang berlaku di Pemerintah Kola terkait dengan RTRW (Rencana Tata
Ruang dan Wilayah) dan Rencana Rinci di Kota Palembang.

29. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan
koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran
Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.

30. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan
kepadatan telekoamunikasi di scbuah kota.

31. Aset Daerah adalah scmua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun
yang tdak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh
Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.



32.Operator adalah  perseorangan, badan, instansi pemenniah  yang
menyelenggarakan jasa lelekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang
mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.

33. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio
selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antar
handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan
percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebush BTS dan
beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuzh menara telekomunikasi.

34. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang
diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.

35. Kawasan Keselamatan Opernsional Penerbangan yang selanjutnya disebut
KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang dipergunakan
untuk kegiatan operasi penerbangan.

36. Instalasi Penyalur Petir adalah Alat yang fungsinya untuk menyalurkan petir ke
bumi.

37. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhimya berupa bangunan atau
konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan
sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.

38, lzin Gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk lempat usaha atau
kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

39. Rekomendasi adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan
pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperleh izin-izin
lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telckomunikasi.

40.Jasa adalah kegintan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelavanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfoatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan,

41. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan
menara yang dimiliki oleh pihak lain.

42, Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan
usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

43, Juringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang
menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi
sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller
(BSCY RadioNetwork Controller (RNC), dan jaringan transmisi ulama
(backbone transmission).

44, 1zin Mendirikan Bangunan Menara yang sclanjulnya disingkat IMB Menara
adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara
sesuai dengan persyaralan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

45. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang
ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

46. Retribusi jasa umum adalah pungutan dacrah sebagai pembayaran alas jasa yang
disediakan atau diberikan olch Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi  diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemolong retribusi tertentu.

48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas wakiu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Kota.

49. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau  penyetoran retribusi  yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

50, Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRID adalah surat
ketetapan retribusi yang meneniukan besamya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

51.Sumt Ketctapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketctapan retribusi yang menentukan jumleh kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi

vana tamrtana aton coharuenvs tidal fandana



52. Surat Tagihan Retribusi Daecrah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

53. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungiman Dacrah scbagai
pembayaran alas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan
terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi,
dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara
telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dacrah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan berkaitan.

54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun danmengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam mangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

55. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang lindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB 11
PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 2

(1) Setiap orang dan/atau Badan vang akan melakukan pembangunan menara wajib
memiliki rekomendasi dan izin operasional menara dari Walikota.
(2) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek
keamanan, dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Mekanisme Perizinan

Pasal 3

(1) Permohonan Rekomendasi diajukan secara tertulis, tanpa dibubuhi meterai, oleh
penyedia menara atau orang/badan yang diberi kuasa kepada Walikota melalui
Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang berwenang.

(2)Pengajuan permohonan Rekomendasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus dilampiri persyaratan yang telah ditentukan,

(3)Dalam memberikan atau menolak permohonan Rekomendasi schagaimana
dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Rekomendasi dan
Izin Operasional Menara
Pasal 4

(1)Persyaratan permohonan Rekomendasi sebagai berikut:
a. persyaratan administratif} dan
b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari:

a. Foto kopi kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah;
b. Foto kopi surat kepemilikan tanah/bangunan;



c. Foto kopi surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan

d. d.Akta pendirian perusahaan beserta perubshannya yang telah disahkan oleh
Departemen Hukum dan HAM;

¢. Sural pernyaltaan siap menjadi menara bersama;

f. Persetujuan warga sekitar;

g. Kajian Lingkungan ;

h. Surat Keterangan KKOP setempat,

(3) Persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta
tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:

a. Advis Planning dani instansi terkait;
b. Gambar lokasi menara dan spesifikasi menara;
¢. Gambar Mapping Koordinat.

(4) Persyaratan Izin Opersional Menara :
a. Foto kopi KTP pemohon;
b. Foto kopi SITU/H O menara;
c. IMB Menary;
d. UKL/UPL,
¢, Akta pendirinn perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh
Departemen Hukum dan HAM;
f. Bukti setor Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Keempat
Rekomendasi
Pasal 5

(1)Masa berlaku Rekomendasi adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
ditetapkan dan dapat diperpanjang.

(2)Jika pemegang Rckomendasi melanggar larangan, tidak melaksanakan
kewajiban, dan/atau tidak memeouhi persyaratan yang ditentukan dalam
Rekomendasi, maka Rekomendasi terscbut dapat dicabut dan batal demi
hukum. sebelum berakhimya jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3)Apabila jangka waktu Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka
Rekomendasi terscbut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang
Rekomendasi  diwajibkan  untuk mengajukan  kembali  permohonan
Rekomendasinya.

(4) Tata cara perpanjangan Rekomendasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pengajuan permohonan kembali Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Hak Pemohon lzin dan Pemberi Izin
Pasal 6

Pemohon Rekomendasi berkewajiban:

I. Melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan
usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

memenuhi selurah persyaratan perizinan;

menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;

membantu kelancaran proses pengurusan Izin Gangguan; dan

melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

$h b i



Pasal 7

(1) Pemohon Rekomendasi berhak:

a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan
tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditentukan;

b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi  selengkap-
lengkapnyn tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;

¢. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;

d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan
ramah;

¢. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai
standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan

g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang disjukan sesuai
mekanisme yang berlaku.

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf e, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan
Pasal 8

(1) Proses penelitian dan penyelesaian dokumen persyaratan administratif dan
dokumen persyaratan tcknis Rekomendasi sebagaimany dimaksud dalam
Pasal 4, paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan
lengkap.

(2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis
yang diterima belum lengkap, Dinas Komunikasi dan Informatika, wajib
menyampaikan informasi kepada pemohon izin paling lama 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak dokumen diterima.

Bagian Ketujuh
Kelaikan Fungsi Bangunan Menara
Pasal 9

(1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tangh dilakukan dalam
jongka waktu 10 (sepuluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan
melaporkan hasil pemeriksaan keloikan fungsi bangunan menara kepada
Walikota secara berkala setiap tahun.

(2) Paling lama 1 (satu) tahun sekali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan,
pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka
meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sckitar
lokasi bangunan menara.

(3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan bangunan
menara sebagnimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah
Kota, pemilik, penyedia, danfatau penyelenggara telckomunikasi selaku
pengguna bangunan menara.

Pasal 10

Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan
bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengensi
bangunan gedung.



Bagian Kedelapan
Penempatan Antena di Atas Gedung
Pasal 11

(1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:

a. antena di atas bangunan gedung, denpan ketinggian sampai dengan 6
(cnam) meter dari permukaan atup bangunan gedung sepanjang tidak
melampaui  ketinggian maksimum  selubung bangunan gedung yang
diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban
antena; dan/atau

b. antena yang melekal pada bangunan lainnya seperti papan rcklame, tiang
lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi
bangunannya mampu mendukung beban antena

(2) Antena yang dibangun diatas gedung lebih dari 6 meter dikategorikan sebagai
Menara Telekomunikasi.

(3) Bangunan gedung apabila ditempatkan antena sebagnimana dimaksud  aynt
(1), harus mempunyai rekomendasi dan IMB.

(4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimans dimaksud pada ayat (1), wajib
memenuhi kelenluan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan,
keamanan, serta memenuhi estetika.

(5) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, harus mendapatkan Izin Gangguan.

Bagian Kesembilan
Penyediaan dan Pengelolaan Bangunan Menara
Pasal 12

(1) Menara disediakan oleh penyedia menara.

{2) Penyedia menara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. penyelenggara telekomunikasi; atau
b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

(3) Pembangunan menara harus dilaksanakan olch penyedia jasa konstruksi.

(4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola
menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara harus
perusahaan nasional,

Pasal 13

(1) Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah/zona dengan
memperhatikan  polensi  kelersediaan  lahan, perkembangan teknolofi,
permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa
telckomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang kota, tata
bangunan, estitika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi
pada umumnya termasuk kebutuhan Juasan area menara.

(2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus scsuai
dengan cell planing.

(3) Cell planing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan maksimal
radius 200 (dua ratus) meter.

(4) Menara telekomunikasi yang berada pada zona cell planing menara eksisting,
harus dipergunakan olch minimal 3 (tiga) penyelenggaraan telckomunikasi.

(3) Pembangunan menara telekomunikasi bersama pada zona menara baru
minimal dipergunakan oleh 5 (lima) penyelenggara telekomunikasi, dan
pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara
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(6) Dalam rangka pengaturan persebaran penempatan menara, meka scliap
pembangunan menara telekomunikasi, harus mendapat rekomendasi dari
Walikota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

(7) Cell planing scbagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam
Lampiran 1 dan Lampiran IT dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(8) Menara Telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah dapat dibangun
dalam bentuk standar rangka baja dan/atau pada arca wilayah tertentu dengan
memperhatikan aspek estetika kota harus dalam bentuk kamuflase.

(9) Menara telekomuniasi yang didirikan diatas gedung harus dibangun dengan

tidak bolch menampakan sebagai bangunan menars dan harus menyatukan
dengan bangunan yang sudah ada.

(10) Bagi menara eksisting baik yang berdini diatas tanah maupun diatas gedung
pada lokasi yang dapat mempengaruhi estetika kota antara lain dipinggir jalan
protokol/kawasan pusat kota/pusat keramaian/daerah wisata atan scjenisnya,
secara  bertahsp harus menyesunikan bentuknya dari bentuk menara
konvensional/rangka biasa menjadi bentuk menara kamuflase,

(11) Pembagian wilayah didasarkan pada ketinggian menara telekomunikasi,
terdiri dalam 3 (tiga) wilayah, vaitu :

a. Wilayahl:
Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan
batasan ketinggian maksimum 50 meter meliputi Kecamatan llic  Timur I,
Kalidoni, Ilir Barat I, lir Barat 11, Bukit Kecil, Ilir Timur II, Sukarame,
Kemuning, Sako, Seberang Ulu [, Seberang Ulu 11,

b. WilayahII:
Pembangunan menara telckomunikasi dari permukaan tansh dengan
batasan Kketinggian maksimum 72 meter meliputi Gandus, Sematang
Borang, Alang-alang lebar, Kertapati, Plaju.

¢. Wilayah III :
Pembangunan menara telekomunikasi yang berada dalam wilayah KXOP,
harus mendapalkan rekomendasi dari Instansi yang berkompeten dalam
pengaturan keselamatan penerbangan.

(12) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi diatas bangunan gedung :

a. Penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan
ketinggian 4 (empat) lantai, ketinggian menaranya maksimum 25 (dua
puluh lima) meter.

b. Penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan
ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai, ketinggian
menaranya maksimum 10 (sepulub) meter.

¢. Penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan
ketinggian 9 (sembilan) lantai dan atau lebih kelinggian menaranya
maksimum 6 (enam) meter.

(13)Khusus untuk menara yang digunakan sebagai transmisi jaringan
telekomunikasi wutama (backbone) vang dikecualikan dari  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, harus disertai surat
kesanggupan dari Pemilik menara untuk membongkar menara jika menara
yang dimaksud diketahui tidak digunakan sebagai menara jaringan hackbone
atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan
identitas hukum yang jelas.
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(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a, pentanahan (grounding):
b. instalasi penyalur petir;
¢. catu daya;
d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
g. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);dan
. pagar pengaman.

(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. nama pemilik menara;
b. lokasi dan koordinat menara;
c. tinggi menara;
d. tahun pembuatan/pecmasangan menara;
e. penyedia jasa konstruksi;
[. beban maksimum menara;
£. NEma pengguna Menars;
h. IMB menara.

Pasal 15

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab  terhadap
pemeriksaan berkala bangunan menama dan/atau kerugian yang timbul akibat
runtuhnya seluruh dan/atau sebagian bangunan menara.

Bagian Kesepuluh
lzin Operasional Menara Bersama
Pasal 16

(1) Izin Operasional Menara Dersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh
Walikota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika,

(2) lzin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi dilakukan dafiar ulang
setiap | (satu) tahun sekali.

(3) Permohonan ijin scbagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk sectiap
menara dilampirn persyaratan sebagai berikut :

a.
b.
&
d.
e.

f.

Foto kopi KTP pemohon;
Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
IMB menara;
Izin gangguan;
Surat perjanjian pengguna menara bersama antara pemilik menara
(Provider) dan operator selluler (Telco operatar),
Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat
apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan
menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
Penyelenggara telekomunikasi alau penyedia menara yang telah
membangun menara harus mengasuransikan untuk mengantisipasi
jika terjadi suatu maupun kerusakan material akibat bamgunan tower
dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi;
surat kecsanggupan membongkar Menara Bersama
Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis
masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Gambar teknis, meliputi :

peta lokasi

Peta situasi lokasi;

site plan;

denah bangunan 1: 100;

tampak, potongan,rencana pondasi 1: 100;

perhitungan struktur/konstruksi;

uji penyelidikan tanah;

grounding (penangkal petit);

titik koordinat (dari GPS)
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j. Surat pemyataan dari pemilik menara terhadap penggunaan menara
bersama pada zona eksisting 3 menara minimal 3 operator sedangkan
pendirian menara baru di zona cksisting disesuaikan dengan ketentuan
pendirian menara bersama sedangkan pembangunan menara baru di zona
penyebaran baru (cell plun) maksimal 2 menara dengan masing-masing
maksimal § operator.

(4) Setiap operator yang akan bergabung dengan menara telekomunikasi wajib
melapor ke Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan :
a Toto copy surat perjanjian antara penyedia menara telekomimikasi bersama

dengan pihak operator yang bersangkutan.
b. Foto copy Karu Tanda Penduduk

Pasal 17

(1) Pembangunan menara yang dapal diizinkan adalah pembangunan menara
bersama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pembangunan menara bersama (khusus menara banu) sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan
dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama,
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga
dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 18

Penyedia menara atau pengelola mensra wajib memberikan kesempatan yang
sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk
menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 19

(1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentusn
perundang-undangan yang terkait dengan larangan prakick monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat.

(2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib  menginformasikan
ketorsediaan kapasilas menaranya kepada calon pengguna menara secara
transparan.

(3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian
dengan mendahulukan calon pengguna menara vyang lebih dahulu
menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan
kelayakan dan kemampuan.

FPasal 20

Pemerintah Kota wajib memperhatikan ketentuan perundangundangan yang
terkail dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam
memberikan Rekomendasi, IMB Menara, izin operasional menara dan izin
penggunaan menara bersama di Daerah,

BAB 111
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dun Subjek Retribusi
Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telckomunikasi, dipungut retribusi
atas pemanfaatan ruang untuk pendirian /pembangunan menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.



Pasal 22

Objek retribusi adalah pemanfaaian ruang untuk pendirian/pembangunan menara
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 23

Subjek retribusi adalah orang prbadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk
pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 24

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah golongan retribusi jasa
umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkal Penggunaan Jasa
Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan,
pengendalian, pengecekan, dan pemantavan  erhadap perizinan  menara
telekomunikasi, keadaan fisik menara (elekomunikasi, dan potensi kemungkinan
timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan
oleh Pemerintah Kota.

Bagian Keempat
Priosip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 26

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi ditelapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan
jasa yang bersangkutan, kemampuan masvarakat, aspek keadilan dan
efektiviias pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya penyelenggaraan jasa DPengendalian Menara Telekomunikasi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan
Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan
fasilitas yang dibenkan.

Bagian keenam
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 28

Seliagp orang dun/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan
pengendalian menara olch Pemerintah Kota dikenakan retribusi sebesar 2% (dua
persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan
Pasal 29

(1) Retribusi Pengendalian Menara yang terutang dipungut dengan menggunakan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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(2) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang terutang dilakukan di wilayah Daerah.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika vang
membidangi pelayanan perizinan menara telekomunikasi, ditunjuk oleh
Walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(5) Dinas Pendapatan Dacrah ditunjuk sebagai koordinator pemungutan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Mekanisme pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan tata cara
pelaksanaan pengendalian menara, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) seliap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD didahului Surat Teguran.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 31

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas
wiktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota.

Pasal 32
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 33

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Dacrah atau di tempat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditenfukan dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan,

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk scbagaimana
dimaksud pada dvat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas
Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat
jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

(3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 35

(1) Pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diberikan
tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi
ditetapkan dengan Peratumm Walikota.
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Bagian Kesembilan
Penagihan Retribusi

Pasal 36

(1) Pengeluaran Surat Pepagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
Surat lain yang sejenis scbagai awal tindakan pelaksansan penagihan
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

(2)Dalam jangka waktu 7 (lujuh) hari setelah tanggal Surat Penagihan atau
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Sural lain yang sejenis, wajib
retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(3)Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh
Walikota atau Pejabal vang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh
Pemanfaatan

Pasal 37

(1) Pemanfoatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketenluan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan  Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayal (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribns{
Pasal 38

(1) Walikota dapal memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

Bagian Kedunbelas
Keberatan

Pasal 39

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus
diajukan dalam jangka wakitu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karcna keadaan di luar
kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada avat (3), adalah
sualu keadaan yang terjadi di luar kehendak alau kekuasaan Waiib
Retribusi.

(5) Pengajuan keheratan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.
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Pasal 40

(1) Walikota dalam jangks waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberalan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi keputusan oleh Walikota.

(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima selurubnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 41

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan scbagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kctipabelas
Pengembalian Kelebiban Pembayaran
Pasal 42

(1) Atas kelebihan pembayvaran Retribusi, Wajib Retnibusi dapal mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka wakw paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Walikota tidak memberikan spatu  keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB
atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama | (satu)
bulan,

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
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Bagian Keempathelas
Kedaluwursa Penagihan
Pasal 43

(1) Hak uniuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sciak saal terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
lertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada  ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemeriniah Koia.

(3) Pengakuan ulang Retnibusi secara tidak langsung sebapaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran
alau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 44

(I) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/alau
Retribusi yang sudah kedaluwarsa schagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelimabelas
Pembukuan dan Pemeriksaan
Paszal 45

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraturan Walikota.



Bagian Keenambelas
Sanksi Administratif

Pasal 46

(1) Setiap penycdia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang
menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi
[zin Gangguan dan IMDB Menara, dikenakan sanksi berupa:

peringatan lertulis;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian semenlara pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pencabutan perizinan;

pembatalan perizinan;

pemboengkaran bangunan;

pemutusan aliran aliran listnk; dan/atau

pemulihan fungsi mang,
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(2) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h, Pemerintzh Kota bekerja sama dengan Perseroan Terbatas
(PT.) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.

(3) Tata cara pengenaan sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
aval (2), dilaksanakan sesuai ketlentuan perafuran perundangundangan.

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 47

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Tim
Pengendalian dan Pengawasan Menara Tekomunikasi Bersama.

(2) Tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Tekomunikasi Bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 48

(1) Terhadap menara existing yang sudah memiliki Izin, diwajibkan untuk
mengajukan permohonan izin menara bersama paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, apabila lebih dani 3 (tiga)
bulan belum mengajukan permohonan izin menara bersama, maka akan
diberikan sanksi pencabutan izin.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberlakukan untuk menara backbone yang harus disertal dengan surat
kesanggupan dari Pemilik menara untuk membongkar menara jika menara
dimaksud diketahui tidak difungsikan sebagai menara backbone atau
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Terhadap menara yang telah memiliki izin menara bersama diberi waktu
1 (satu) tahun untuk mengadakan penyesuaian dan mematuhi ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini, apabila dalam jangka waktu | (saiu) tahun
belum juga menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka
akan diberikan sanksi dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
dan Pasal 52.

{4) Terhadap menara cxiting yang tidak memiliki izin, diben waktu 1 (satu)
tahun untuk memindahkan dan bergabung dengan menara berizin dan
apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diindahkan, maka menara
telekomunikasi tersebut akan dibongkar
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Pasal 49

(1) Rekomendasi, lzin Gangguan, dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap
berlaku.

(2) Rekomendasi Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan
pembangunan menara, wajib diperpanjang masa berlakunya sesnai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Rekomendasi Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini, sudah habis masa berlakunya, dan sudah dilaksanakan
pembangunan menara, tidak perlu diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 50

Izin Gangguan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan
masih berlaku, masa berlakunya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Dacrah
ini.

Pasal 51

(1) Permohonan Rekomendasi, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang
diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas
dan/atau dindakan cek lapangan olch Tim, tata cara penolakan dan
pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini.

(2) Permohonan Rekomendasi, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang
dinjukan sebelum berlakunya Peraturan Daersh ini dan belum diadakan
cek lapangan oleh Tim, kepada Pemohon izin diharuskan untuk
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3)Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian Rekomendasi, lzin
Gangguan, IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daersh ini.

BABIX
PENYIDIKAN
Pasal 52

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota
diberi wewenang khusus scbagai penyidik untuk melakukin penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagimana dimaksud pada ayal (1), adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. mencliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kcbenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi:

¢, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkensan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;
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¢, melakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atan melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
retribusi;

i. memanggil oreng untuk didengar keterangannys dan diperiksa scbagai
tersangka atau saksi;

j, menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 53

(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). merupakan penerimaan
negarn.

BAB XI
PENTITUP
Pasal 54

(1)Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator
pemungutan Retribusi Dacrah.

(2)Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana Peraturan Daerah

(3)Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh
Walikota.

Pasal 55
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan

yang tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatukan tidak
berlaku.
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Pasal 56
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
padatanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA PALEMBANG,
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